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“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan 

pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah 

melewatkanku” 

(Umar bin Khattab) 

 

“Nasib memang diserahkan kepada manusia untuk digarap, tetapi takdir harus 

ditandatangani di atas materai dan tidak boleh digugat kalau nanti terjadi apa-apa, 

baik atau buruk.” 

(Sapardi Djoko Damono) 
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ABSTRAK 

 

PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN 

SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MATARAM  

Oleh: 

Sumarni  

618110184 

Hilman Syahrial Haq  

Edi Yanto 

 

  Penyelesaian sengketa pada dasarnya sudah ada sejak zaman dahulu 

mengikuti perkembangan peradaban manusia. Manusia diciptakan oleh yang Kuasa 

dengan berbagai karakter, ras suku yang berbeda-beda, dengan perbedaan tersebut 

manusia tidak terlepas dari konflik, baik dengan manusia lainnya, alam 

lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri. Pada dasarnya penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan. Dengan tujuan untuk mengetahui tata cara mediasi sengketa 

perceraian di Pengadilan Agama Mataram dan faktor penghambat pelaksanaan 

Mediasi di Pengadilan Agama Mataram. Jenis penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan metode pendekatan (a) 

pendekatan perundang-undangan, (2) pendekatan konseptual, dan (3) pendekatan 

kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah; (a) wawancara, dan (b) 

dokumentasi. Analisis data dengan cara  analisis kualitatif yaitu metode 

pengolahan data secara mendalam dengan data dari wawancara dan literatur. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) Tata Cara mediasi sengketa perceraian di 

Pengadilan Agama Mataram  berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 

1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yaitu: 1) Pendaftaran 

perkara gugatan perceraian 2) Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan. 

3) Sidang pertama, 4) Pemiliham mediator: a. Penunjukan mediator atas dasar 

kesepakatan para pihak, b. Penunjukan mediator oleh Hakim Ketua Majelis. 5) 

Penyerahan resume perkara kepada mediator, 6) Proses mediasi paling lama 2 

minggu  terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.7) Laporan hasil 

mediasi, secara tertulis kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terdiri dari: 

a. Mediasi berhasil, b. mediasi tidak berhasil/tidak dapat dilaksanakan. (2) Faktor 

hambatan dalam pelaksanaan Mediasi perceraian di Pengadilan Agama Mataram 

yaitu  ada faktor internal dan faktor eksternal.  Adapun faktor internal terdiri dari 

para pihak yang ngotot tetap untuk bercerai, pemahaman pihak yang masih 

kurang, para pihak tidak hadir, adanya pihak ketiga dan konflik yang 

berkepanjangan sedangkan faktor eksternal terdiri dari biaya mediasi yang kurang 

dan rendahnya mediator dari luar. 

 

Kata Kunci: Mediasi, Tata Cara, Hambatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara hukum yang memiliki kedudukan peradilan 

yang tunduk terhadap the rule of law, serta  yang mengatur segala pelanggaran 

hukum untuk kesejahteraan masyarakat melalui kekuasaan kehakiman. Sehingga 

secara teoritis peradilan masih dijadikan tempat terakhir dalam menyelesaikan 

masalah untuk mendapatkan keadilan.
 1
 

Pada proses penyelesaian perkara ada empat tahapan yang harus dilakukan 

yaitu ada tingkat petama, tingkat banding, tingkat kasasi dan tingkat peninjauan 

kembali, sehingga untuk menelesaikan suatu perkara dibutuhkan waktu yang 

cukup lama. Di sisi lain, masyarakat menginginkan permasalahan untuk 

mendapatkan keadilan diselesaikan dengan cepat. Tetapi kenyataannya sistem 

peradilan saat ini di Indonesia masih kurang efektif dan efisien. 

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak 

terlepas dari konflik karena manusia memiliki berbagai macam karakter dan ras 

suku yang berbeda-beda. Sehingga dalam menyelesaikan suatu perkara manusia 

sudah mengikuti perkembangan zaman  karena penyelesaian sengketa sudah ada 

sejak dahulu. Pada dasarnya untuk menghasilkan suatu keputusan yang bersifat 

adversal yang belum mampu mendahulukan kepentingan umum karena ketika suatu 

                                                             
1
 M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta:2008., hlm. 229. 
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putusan yang menghasilkan win lose solution, maka akan ada pihak yang merasa 

puas dan tidak puas dengan hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui 

pengadilan. Kemudian pada akhirnya akan menimbulkan suatu masalah persoalan 

baru diantara kedua belah pihak yang berperkara. Selain itu, lamanya waktu yang 

digunakan dan mahalnya biaya menghambat dalam melakukan penyelesaian 

sengketa. 

Pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut Alternative 

Dispute Resolution (ADR). Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui 

musyawarah dan kesepakatan dari kedua belak pihak yang berperkara untuk 

memperoleh “win-win solution”. Keputusan yang dihasilkan di luar pengadilan ini 

akan dijamin kerahasiaannya oleh para pihak yang menyelesaikan perkara karena 

pada dasarnya proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berkewajiban 

untuk melakukan persidangan terbuka maupun untuk dipublishkan.
 2
 

Dalam menyelesaikan suatu pemasalahan di berbagai suku di Indonesia,  

untuk memperoleh keputusan biasanya dilakukan musyawarah dan mufakat. Itu 

karena, masyarakat Indonesia dikenal memiliki jiwa kekeluargaan dan sifat 

koperatif yang tinggi dalam menyelesaikan suatu permasalahan.  

Pada penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui ADR tidak lain yaitu 

menggunakan mediasi. Mediasi ini sendiri terdiri dari pihak yang berperkara dan 

pihak yang netral, pihak netral yaitu yang membantu para pihak yang berperkara 

                                                             
2
 M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta:2008., hlm. 229. 
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dalam menyelesaikan masalah dengan cara mendiskusikan serta menegosiasikan 

terkait masalah yang terjadi. Adapun tujuan dilakukannya mediasi yaitu untuk 

memperoleh kesepakatan bersama melalui pihak netral atau yang disebut mediator.  

Dalam berbagai kasus, proses penyelesaian masalah melalui mediasi 

dianggap lebih murah dibandingkan dengan melalui pengadilan. Selain itu, pada 

proses mediasi dilakukan secara praktis dan tidak seformal yang dilakukan di 

pengadilan. Hal itu karena, pada saat proses mediasi dilakukan langsung dengan 

mediator para pihak berpekara secara pribadi untuk menyampaikan beberapa hal 

terkait informasi, permasalahan yang dihadapi serta melakukan pertukaran dokumen 

dari kedua pihak yang berperkara.
3
 Seperti yang telah disebutkan dalam PERMA 

Tentang Prosedur Mediasi Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pada 

sidang pertama ada kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua pihak yang 

berperkara di pengadilan secara perdata.  

Penyelesaian sengketa di Indonesia yang dilakukan secara damai dan 

cepat oleh masyarakat telah menghadirkan nilai-nilai kebersamaan. Seperti yang 

telah dijelaskan dalam surah Al-Hujurat terkait dengan kasus perselisihan antara 

kedua keluarga pada Ayat 9 dan ayat 10. Adanya tokoh-tokoh agama di wilayah 

                                                             
3
 Sujud Margono,ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan 

Aspek Hukum” Ghalia Indonesia, Bogor: 2004, hlm. 38. 
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terpencil mampu menyelesaikan setiap persoalan yang ada dilingkungan 

masyarakatnya itu karena mayoritas penduduknya beragama muslim.
4
 

Berdasakan ketentuan yang dikeluarkan oleh PERMA tentang prosedur 

mediasi Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3, menyebutkan bahwa pada proses mediasi 

dalam menyelesaikan sengketa diwajibkan kepada kuasa hukum untuk mengikuti 

prosesnya. Hal ini karena, dalam proses pengajuan penyelesaian sengketa 

perceraian dapat dilakukan dengan cepat.  

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini, antara 

lain: 

1. Bagaimana tata cara mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama 

Mataram. ? 

2. Apa faktor penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Mataram. 

? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun Adapun tujuan   yang digunakan dalam penelitian ini, antara 

lain: 

1. Untuk mengetahui tata cara mediasi sengketa perceraian di Pengadilan 

Agama Mataram. 

                                                             
4 Timothy Lindsey, Introdution: An Overview of Indonesian Law, dalam buku Syahrizal Abbas, 

Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum adat & hukum nasional, Kencana Prenada Media 

Grup, Jakarta: 2009. Hlm.283. 
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2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan 

Agama Mataram. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun Adapun manfaat digunakan dalam penelitian ini, antara lain: 

 

 

1. Manfaat Akademis  

Penelitian ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi 

Ilmu Hukum Tingkat Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Mataram.  

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi reverensi atau literatur 

yang terkait dengan proses mediasi sengketa perceraian di Pengadilan 

Agama. 

3. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan pada 

masyarakat pada umumnya, termasuk bagi pemerintah di dalam memutuskan 

kebijakan di bidang pengadilan.  

E. Hasil Penelitian yang Relevan 

No Nama Judul RM Kesimpulan 

  Penyelesaian 

Sengketa 

Tingkat 

keberhasilan 

Untuk 

menghemat 
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1. 

 

 

Helmiriyadus

salihin 

(2014) 

Perceraian 

Melalui 

Mediasi di 

Pengadilan 

Agama 

Sungguminas

a 

hanya 10 kasus 

yang bisa di 

mediasi dari 

2037 kasus 

perceraian.pad

a tiga tahun. 

waktu 

Pengadilan 

Agama 

Sungguminasa 

menggunakan 

waktu dua 

minggu dalam 

proses mediasi 

sehingga 

Pelaksanaan 

mediasi di 

Pengadilan 

Agama 

Sungguminasa 

tidak terlalu 

terhambat 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Ria Warda 

(2015) 

Penerapan 

Mediasi 

Dalam 

Sengketa 

Perceraian Di 

Pengadilan 

Agama 

Palopo 

Pada 

Pengadilan 

Agama Palopo 

adalah tidak 

ada Perkara 

perceraian 

yang berhasil 

dimediasi dari 

semua perkara 

perceraian 

yang diputus 

dalam kurun 

waktu  2013. 

Dari banyaknya 

tingkat 

perceraian di 

Pengadilan 

Agama Palopo 

Tingkat 

keberhasilan 

mediasi di yang 

sama sekali 

tidak ada. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Herviana 

(2019) 

Implementasi 

Mediasi Pada 

Sengketa 

Perceraian Di 

Pengadilan 

Agama 

Kabupaten 

Sarolangun 

Dari tahun 

2015-tahun 

2018 jumlah 

yang berhasil 

di mediasi 

sebanyak 7 

perkara 

sedangkan 

yang tidak 

berhasil atau 

gagal di 

mediasi 

sebanyak 145 

Tingkat 

keberhasilan 

pelaksanaan 

mediasi lebih 

banyak 

menemui 

kegalalan dari 

pada 

keberhasilan di  

Pengadilan 

Agama 

Kabupaten 

Sarolangun  
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perkara dari 

jumlah mediasi 

yang masuk 

sebanyak 152. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa 

1. Pengertian Sengketa 

Dalam penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan dua cara yaitu 

melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi.
5
 Apabila pada suatu kondisi ada 

salah satu pihak yang menyampaikan ketidakpuasan dan merasa dirugikan 

oleh pihak lain maka itu disebut dengan sengketa.
6
 Adanya pelanggaran yang 

dilakukan oleh kedua pihak berperkara terhadap kesepakatan yang telah 

dibuat dalam suatu kontrak perselisihan dinamakan sengketa. Dengan kata 

lain ketika terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu disebabkan 

karena belum terpenuhinya kewajiban yang dilakukan sehingga 

mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. 

2. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa 

Ada dua cara  yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa antara 

lain: penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan (litigasi) dan melalui 

di luar pengadilan (non-litigasi). 

a. Melalui  Pengadilan (Litigasi)  

                                                             
5
 Nurnanningsih Amriani. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. 

Penerbit: PT. Raja Grafindo. Jakarta. 2012. hlm. 12.  
6
 Takdir Rahmadi. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Penerbit: PT. 

Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2017. Hlm.1.  
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Dalam peraturan perundang-undangan Nomor 30 Tahun 1999 

Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian Pasal 6 Ayat (1) yang 

menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan itikad 

baik bisa dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
7
 Sehingga bisa dikatakan 

bahwa setiap pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kewajiban untuk 

mengajukan dan membantah gugatan melalui pengadilan.
8
 

Dalam buku Frans Hendra Winarta menyebutkan bahwa ketika 

upaya penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil maka akan dilakukan 

melalui litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan secara 

konvensional dan dibeberapa dunia bisnis antara lain: perdagangan, gas, 

energi, minyak, proyek pertambangan, prbankan dan infrastruktur.
9
 

b. Melalui di luar Pengadilan (Non-Litigasi)  

Di Indonesia penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut 

dengan APS. Penyebutan APS diberlakukan untuk kelompok penyelesaian 

sengketa melalui beberapa proses antara lain yaitu mediasi, konsiliasi, 

arbitrase dan negosiamor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative 

                                                             
7
 Pasal 6 Ayat 1, “sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak 

melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri”  

 
8
 Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi 

dalam Pengadilan ebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, 

https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non-

Litigasi_Tinjauan_Terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, diakses tanggal 20 

November 2021._ 
9
 Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbirase Nasional Indonesia dan 

Internasional. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta. 2012.Hal. 1 dan 2. 

https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non-Litigasi_Tinjauan_Terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif
https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non-Litigasi_Tinjauan_Terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif
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penyelesaian sengketa Pasal 1 Angka (10) menyebutkan bahwa lembaga 

yang melakukan penyelesaian sengketa sesuai dengan prosedur yang telah 

disepakati dan bersifat kooperatif atau konsensus disebut APS.
10

 

B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi 

1. Pengertian Mediasi 

Mediasi dalam bahasa Latin yaitu mediare yang bemakna berada di 

tengah. Istilah ini yang berarti bahwa dalam menyelesaiakan suatu perkara 

ada seorang penengah yang akan membantu memberikan solusi dari kedua 

pihak yang berpekara, pengah atau yang disebut mediator ini tidak boleh 

memihak kepada satu pihak harus berada diposisi yang netral sehingga akan 

menumbuhkan rasa percaya dari kedua pihak yang berperkara.
11

 Sedangkan 

disebutkan dalam KBBI yaitu keikutsertaan penengah atau mediator sebagai 

penasehat dalam menyelesaikan suatu permasalahan disebut.
12

 

2. Faktor yang Mempengaruhi Mediasi 

Pada dasarnya, kasus-kasus yang telah diajukan di Pengadilan 

Agama sebelumnya sudah diupayakan penyelesaian melalui perdamaian.
13

 

Hal itu disebabkan oleh, sebagian besar perkara yang diajukan sudah 

dilakukan mediasi terlebih dahulu. Adanya beberapa faktor yang 
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  Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum 

Nasional, cet.I, Kencana Prenada Media, Jakarta: 2009, hlm. 1-2. 
13

 Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan 
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Jakarta. Balai Pustaka. 2002,  hlm.726. 
13

 Ibid, hlm. 77. 
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mempengaruhi kegagalan pada saat proses mediasi antara lain yaitu dari 

kedua belah pihak yang berperkara, penggunaan waktu mediasi, tempat 

mediasi serta ada kendala dari mediator itu sendiri. Adapun mediator yang 

dipilih telah disetujui oleh pihak yang berperkara.
14

  

3. Sumber Hukum Mediasi 

Sehubungan dengan perkembangan teori hokum adat seperti yang 

telah dicetuskan oleh Hazairin yang menyebutkan bahwa, semenjak Islam 

dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia hukum adat dan hukum 

islam sudah dipraktekkan sejak berabad-bada dahulu. Untuk mengetahui 

sumber-sumber hukum lain yang berkaitan dengan mediasi bisa dilihat 

dibawah ini yaitu: 

1) Pada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg sudah diatur lembaga 

perdamaian. Sebelum perkara kedua pihak diperiksa hakim 

berkewajiban untuk mendamaikan terlebih dahulu kedua pihak yang 

bersengketa. 

2) KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).  

3) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen 

Nomor 8 Tahun 1999. 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Jasa Kontruksi Nomor 

18 Tahun 1999. 

5) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penyelesaian Sengketa 

dan Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999. 

6) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Rahasia Dagang Nomor 

30 Tahun 2000. 

7) Undang-Undang Republik Indonesia Pengadilan Hubungan Industrial 

Nomor 2 Tahun 2004. 

8) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengelolaan dan 

Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. 
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9) PERMA Republik Indonesia Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

Nomor 1 Tahun 2016.
15

  

 

4. Prinsip-Prinsip Mediasi 

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Ruth Carlton yang 

melatarbelakangi adanya institusi mediasi, terdapat 5 (lima) prinsip mediasi 

yaitu: 1. confidentialty (prinsip kerahasiaan), 2. Volunteer (prinsip sukarela), 

3. Empowerment (prinsip pemberdayaan), 4. Neutrality (prinsip netralitas) 

dan 5. A unique solution (prinsip solusi yang unik).
16

  

Prinsip kerahasiaan (confidentialty) merupakan prinsip yang 

memiliki daya tarik tersendiri dari berbagai kalangan, itu karena sifatnya 

tertutup dan sangat rahasia. Tetapi sebaliknya jika penyelesaian masalah 

dilakukan melalui pengadilan maka akan dilakukan siding terbuka unutk 

umum karena itu perintah dari perundang-undagan. Pada prinsip kerahasiaan 

ini yang menghadiri proses mediasi hanya mediator dan pra pihak yang 

berperkara selain itu tidak diberi ijin untuk mengikuti persidangan mediasi.
17

 

Prinsip sukarela (Volunteer) merupakan prinsip yang dibuat atas 

dasar kemauan dan keinginan dari para pihak berpekara untuk melakukan 

mediasi tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak lain, yang bertujuan 

untuk memperoleh jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. 
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 Zaeni Asyhadie, Islam Hotibul M, Syaprudddin HL., Alternative Dispute Resolution Dalam 

Tatanan Hukum Di Indonesia., Mahkota Kata. Yogyakarta. 2011 hlm. 57-62. 
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 Syahrizal Abbas ,Ibid, hlm.28-30  
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 Takdir Rahmadi,” Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat”, PT 

RajaGrafindo Persada, (Jakarta: 2011), hlm. 22. 
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Prinsip pemberdayaan (empowerment) merupakan prinsip yang 

dibuat atas dasar asumsi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan 

negosiasi terkait masalah yang dihadapi melalui mediasi. Dengan adanya 

kemampuan dalam hal pemberdayaan kepada para pihak berperkara akan 

memudahkan dalam mendapatkan solusi. Oleh sebab itu, setiap solusi 

diusakan tidak adanya paksaan dari luar.  

Prinsip netralitas (neutrality) merupakan prinsip yang berkaitan 

dengan peran mediator dalam melaksanakan mediasi. Dengan adanya 

mediator akan mempengaruhi proses berjalan atau tidaknya suatu mediasi. 

Seorang mediator bertugas untuk mendampingi proses berjalannya mediasi 

untuk memperoleh kesepakatan dalam penyelesaian masalah.  

Prinsip solusi yang unik (a unique solution) merupakan prinsip yang 

dihasilkan oleh kedua pihak melalui proses kreativitas. Prinsip ini berkaitan 

erat dengan prinsip pemberdayaan, yang mana pada hasil dari mediasi akan 

lebih banyak mengikuti keinginan dari kedua pihak berperkara.
18

 

C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

Secara entimologi menurut ketentuan islam perceraian atau yang 

disebut juga dengan “At-Talak” memiliki arti berpisah atau meninggalkan. 

Berdasarkan ketentuan islam ketika pasangan suami istri memilih untuk 
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 Syahrizal Abbas. Perceraian. Op.Cit. hlm 29-30 
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berpisah melalui pengunaan ucapan tertentu seperti mengucapkan kalimat 

talak maka hubungan kedua pasangan suami istri dikatakan berakhir.
19

  

Di dalam Islam suami diberikan kebebasan hak untuk melakukan 

talak, itu karena suami memiliki keinginan yang kuat untuk 

mempertahankan rumah tangga yang banyak merelakan hartanya. 

Berdsarkan pertimbangan di atas, seorang suami dipercaya lebih bijaksana 

dalam mengambil sebuah keputusan dan tidak bersikap terburu-buru dalam 

memutuskan perceraian.
20

 

Ketika suami memutuskan untuk bercerai dengan isterinya harus 

disertai dengan landasan dan bukti yang kuat. Karena jika sebelumnya suami 

telah mengusahakan cara lain untuk tetap bisa bersama dengan isterinya 

demi keutuhan rumah tangganya tetapi tetap tidak bisa. Berdasarkan 

penuturan yang disampaikan oleh Mahmud Junus, ada beberapa alasan 

seorang suami melakukan talak kepada isterinya yang diperbolehkan dalam 

islam yaitu:  

a) Seorang isteri melakukan perselingkuhan  

b) Seorang isteri tetap nusyuk, ketika kasih pencerahan 

c) Seorang isteri melakukan seuautu yang tidak disenangi suami seperti 

minum-minuman keras. 

                                                             
19
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d) Seorang isteri melawan suami dan melakukan segala sesuatu sesuai 

dengan keinginan sedniri tanpa persetujuan dari seorang suami. 

 

Perceraian terjadi atas dasar kemauan dari seorang suami atapun 

keinginan dari seorang isteri sehingga ketika salah satu menginginkan 

perpisahan maka akan dijatuhkan talak oleh sang suami. Terlepas dari 

adanya bisikan ataupun paksaan dari pihak kelurga ketika sudah dijatuhkan 

talak maka kedua pasangan suami isteri akan melanjutkan perkara di 

pengadilan untuk mendapatkan keadilan.
21

 

2. Dasar Hukum Perceraian 

Meskipun di dalam islam talak atau perceraian diperbolehkan tetapi 

harus disertai dengan alasan yang kuat, karena itu salah satu perbuatan yang 

tidak disukai oleh Allah SWT. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Abu 

Dawud dalam hadist Nabi yang berarti “Perbuatan halal yang tidak disukai 

oleh Allah yaitu talak”.  

Adapun hukum talak dibagi menjadi beberapa bagian dalam islam 

yaitu: 
22

 

a) Talak di wajibkan karena syiqaq, ketika pasangan suami isteri memiliki 

permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka  

kedua keluarga memilih berpisah sebagai jalan keluarnya.  

b) Talak di haramkan ketika tidak diperlukan, tidak memberi manfaat dan 

merugikan bagi pasangan suami isteri.  
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c) Talak di mubah ketika seorang isteri memiliki perilaku yang buruk dan 

tidak bisa menjadi isteri baik sebagaimana mestinya.  

d) Talak di Mandub/sunnah ketika seorang isteri berlebihan dalam 

melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah.  

 

 

Sedangkan berdasarkan Peraturan Nomor 1 tentang Perkawinan 

pada Pasal 39 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: 
23

 

a) Apabila proses penyelesaian sengketa perceraian tidak bisa dilakukan 

dengan cara mediasi maka akan dilanjutkan di sidang Pengadilan. 

b) Ketika inginmelakukan perceraian maka harus ada alasan yang kuat dari 

kedua pasangan suami isteri.. 

c) Undang-undang sudah mengatur proses perceraian di pengadilan.
24

 

  

3. Sebab-sebab Perceraian 

Adanya pertengkaran antara pasangan suami isteri menyebabkan 

terjadinya perceraian. Adapun penyebab terjadinya pertengkaran yaitu 

antara lain: adanya masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh keluarga serta 

adanya sifat mengabaikan hak dan kewajiban dari suami isteri.
25

 

Adapun alasan yang menjadi penyebab salah satu pihak 

menginginkan perceraian menurut penjelasan Kompilkasi Hukum pada 

Pasal 116 yaitu:
 26

 

a) Salah seorang dari pasangan suami isteri melakukan hal yang 

tidak baik seperti berselingkuh, berjudi dan pemabuk.  

b) Salah satu dari pasangan suami isteri pergi tanpa izin dan tanpa 

memberikan alasan selama bertahun-tahun. 
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c) Salah seorang dari pasangan suami isteri melakukan tindak 

pidana yang menyebabkan hukuman bertahun-tahun di penjara 

selama ikatan perkawinan berlangsung. 

d) Salah seorang dari pasangan suami isteri berbuat kejam atau 

melakukan penganiayaan yang sangat membahayakan.  

e) Salah satu dari pasangan suami isteri mengalami kelumpuhan 

atau memiliki penyakit dikarenakan tidak melaksanakan 

kewajiban sebagai suami isteri.  

f) Tidak adanya itikad baik dari pihak suami ataupun isteri untuk 

menyelesaikan masalah.. 

g) Ketika suami mengucapkan talak tetapi dia mengabaikannya. 

h) Adanya perpindahan agama dari salah satu pasangan suami isteri 

menyebakan terjadinya keretakan dalam rumah tangga. 

  

4. Jenis-Jenis Perceraian 

Berdasarkan subjeknya perceraian dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

1) Perceraian Talak 

Berdasarkan undang-undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 

Tahun 1989 pada Pasal 67 huruf a yang menyebutkan bahwa “Dalam 

agama islam ketika seorang suami ingin mengajukan permohonan cerai 

terhadap isterinya kepada pengadilan guna untuk menyaksikan ikrar 

talak‟. Di dalam peraturan islam cerai talak merupakan salah satu cara 

yang dibenarkan.  Selain itu, cerai talak memberikan wewenang yang 

tinggi kepada seorang suami sebagai penggugat untuk mengakhiri 

hubungan pernikahan. Meskipun dalam menjatuhkan ikrar talak 

diperbolehkan tetapi pengadilan perlu melakukan pertimbangan terkait 

bantahan maupun pendapat dari pihak isteri.
27

 

2) Perceraian Gugat 
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Berdasarkan peraturan undang-undang tentang peradilan 

agama Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 73 Ayat (1) menyebutkan 

bahwa: ketika seorang isteri ingin  melakukan gugatan perceraian 

kepada pengadilan maka daerah hukumnya harus berada di tempat 

kediaman isteri.
28

 Sehingga ketika ingin menuntut perceraian dari pihak 

suami maupun pihak isteri sudah memiliki prosedur tertentu dalam 

mengambil keputusan cerai melalui cerai gugat. 

F. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama 

1. Pengertian Pengadilan Agama 

Kata Peradilan berasal dari akar kata adil, dengan awalan per dan dan 

tambahan an. Kata Peradilan merupakan interpretasi dari kata qadha yang 

berarti memilih, melaksanakan, dan melengkapi. Sedangkan pengadilan 

adalah pengaturan luar biasa adalah suatu badan (organisasi) tempat untuk 

mencoba atau menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang sah dalam struktur 

kekuasaan hukum, yang memiliki ahli langsung dan relatif sesuai dengan 

peraturan dan pedoman yang memutuskan atau struktur itu.
29

 

Dengan demikian, Pengadilan Tinggi merupakan salah satu badan 

hukum yang melengkapi kemampuan hukumnya untuk melakukan otorisasi 

pengaturan dan pemerataan bagi individu yang mencari keadilan untuk kasus-
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kasus tertentu antara individu yang beragama Islam pada tingkat prinsipal. 

Kekuasaan hukum di dalam Peradilan Tegas dilakukan oleh:
 30

 

a) Peradilan Tinggi (pengadilan permintaan) 

b) Ketat (pengadilan contoh pertama)  

c) Peradilan Unik (Pengadilan Syari'ah)  

d) Peradilan Syar'iyah Umum (pengadilan permintaan)  

e) Pengadilan Syar'iyah Daerah/Kota (pengadilan tingkat pertama). 

 

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama 

Jika dilihat Peraturan tentang peradilan agama Nomor 7 Tahun 

1989 sebagaimana telah disempurnakan menurut Peraturan Nomor 3 Tahun 

2006 dan Peraturan Nomor 50 Tahun 2009, pengadilan tinggi agama 

memiliki beberapa tugas utama yaitu: 
31

 

a. Ikut berkontribusi terkait ekskusi dan penyitaan dalam bidang teknis dan 

administrasi pada tingkat pertama. 

b. Berkontribusi terkait administrasi pengadilan dalam bidang kasasi, 

peninjauan kembali dan administrasi perkara banding.  

c. Melakukan pelayanan di bidang administrasi umum yang terdiri dari 

beberapa unsur yang ada dilingkungan peradilan 

d. Menyerahkan data serta memberikan nasehat terkait hokum islam 

kepada bebeapa instansi pemerintah. 

e. Menyerahkan permohonan terkait pembagian harta warisan yang 

ditinggalkan sesuai dengan hukum islam yang berlaku.  

f. Dalam melakukan pengambilan uang tabungan ataupun pensiunan maka 

menggunakan akta keahliwarisan 

g. Menjalankan tugas dengan baik seperti mendampingi dalam pelayanan 

riset/penelitian maupun penyuluhan.  

Dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi ditengah masyarakat 

kehadiran pengadilan sangat mebantu dalam upaya menyelesaikan 

permasalahan. Karena, pengadilan memiliki wewenang untuk mengadili 
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suatu perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan 

peraturan undang-undang terkait peradilan agama Nomor 3 Tahun 2006 pada 

Pasal 53 menyebutkan bahwa ada dua jenis kewenangan yaitu kewenangan 

relative dan absolut.  

a. Kewenangan Relatif 

Berdasarkan  peraturan undang-undang tentang hukum acara di 

peradilan  agama Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 54 menyebutkan 

bahwa „hukum acara di peradilan agama merupakan hukum acara 

umum”.  Oleh sebab itu yang melandasi dalam penentuan kewenangan 

relative adalah peradilan agama.  Selain itu, ada penuturan dari M. 

Yahya Harahap yang mengatakan bahwa, faktor yang menjadi penyebab 

terkendalanya kewenangan relative disetiap lingkungan pengadilan yaitu 

faktor wilayah hukum sendiri”.
32

  Jika dilihat pada Peraturan terkait 

tempat kedudukan Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasa 4 menyebutkan 

bahwa teruntuk ibu kota kabupaten/kota memiliki kedudukan hukum di 

pengadilan Agama.  

b. Kewenangan absolut 

Berdasarkan peraturan undang-undang tentang personalitas asas 

keislaman Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 49 Ayat (2) angka 22 yang 

telah direvisi dengan Peraturan  Nomor  3 tahun 2006 menyebutkan 

                                                             
32

M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian dan Putusan Pengadilan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. VII. 



34 

 

34 
 

bahwa pengadilan agama memiliki wewenang absolut untuk mengadili 

berbagai macam perkara perdata dibeberapa bidang antara lain: 

perkawinan, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan kewarisan, wasiat sesuai 

dengan syariat islam. Kekuasaan pengadilan atau biasa disebut 

kewenangan abosolut memiliki hubungan erat dengan segala jenis 

pengadilan, perkara dan tingkat pengadilan. menyiratkan kekuasaan 

pengadilan yang berhubungan dengan jenis kasus atau jenis pengadilan 

atau tingkat pengadilan. Dengan ini, Pengadilan Ketat memiliki kendali 

atas kasus perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam. 

3. Jenis-jenis putusan Pengadilan Agama 

Adapun Jenis-jenis putusan pengadilan agama berdasarkan jenisnya 

yaitu:
 33

 

a. Putusan Sela 

Putusan sela merupakan putusan yang tidak terikat oleh hakim 

ketua, selain itu, putusan sela juga dikatakan sebagai suatu putusan 

yang disampaikan oleh hakim ketua ditengah-tengah persidangan 

berlangsung atau sebelum putusan berakhir..  

Terdapat empat jenis  putusan yang akan  membedakan 

putusan sela yang tertuang dalam Pasal 332 Rv dan Pasal 48 antara 

lain yaitu: 
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1) Putusan Preparator's merupakan putusan sela yang bertugas 

dalam persiapan ketika terjadinya putusan akhir tanpa 

melibatkan asas perkara utama 

2) Putusan Interluctoir merupakan putusan yang berupa bukti 

perintah yang berkaitan dengan putusan akhir.   

3) Putusan Insidentil merupakan putusan yang berhubungan 

langsung pada suatu perselisihan terkait dengan perkara utama.   

4) Putusan Provisi merupakan putusan yang ditawarkan oleh pihak 

yang berperkara untuk menjawab sebuah tuntutan sementara.   

b. Putusan Akhir 

Putusan akhir merupakan suatu putusan yang disampaikan oleh 

hakim ketua pada akhir persidangan.  Adapun putusan akhir 

berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga jenis yaitu: 

a. Putusan declaratoir merupakan putusan yang sifatnya memberikan 

informasi atau yang menerangkan terkait keadaan dan status di dalam 

hukum. Seperti ketika ada pasangan suami isteri yang sudah bercerai 

tetapi belum dicantumkan ditempat catatan sipil.  

b. Putusan  constitutif  merupakan putusan sifatnya menghilangkan jejak 

suatu perkara hukum. Seperti terjadinya suatu perceraian mengubah 

status dari pihak yang bersangkutan.  



36 

 

36 
 

c. Putusan condemnatoir merupakan putusan yang sifatnya menghakimi 

salah satu pihak yang berperkara. Seperti  menyalahkan salah satu 

pihak dalam proses pembagian harta warisan.     
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu 

menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan 

penelitian yang mengarak kepada hukum kepustakaan,
34

 oleh  karena itu,  

peneliti menjadikan kepustakaan sebagai bahan tumpuan utama. 

Pada penggunaan hukum normatif ini, peneliti melakukan kajian terhadap 

asas-asas hukum yang berada di bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dan 

mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang 

terkait, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-

kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.  

B. Metode Pendekatan  

Adapun pendekatan yang digunakan untuk menjawab masalah yang ada di 

dalam penelitian ini antara lain yaitu:  

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Perundang-Undangan merupakan pendekatan yang 

dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis yang terkait dengan 

peraturan Perundang-Undangan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 
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Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 48. 
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2. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mengkaji dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang 

akan diteliti. Adapun kasus yang dikaji yaitu kasus yang sudah memiliki 

putusan hukum tetap di pengadilan. Hal utama yang perlu dianalisis pada 

setiap putusan yaitu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

sehingga bisa menngunakan argumentasi dalam menyelesaikan permasalah 

hokum yang terjadi. 

C. Jenis dan  Sumber  Bahan Hukum atau Data  

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka jenis bahan hukum yang dipakai yaitu bahan hukum sekunder. Bahan 

hukum sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan.
35

 

Jika dilihat dari sudut kekuatan hukum yang terikat sumber bahan hukum 

sekunder dapat dibagi menjadi beberapa bagia yaitu:  

1. Bahan Hukum Primer 

  Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang berikatan 

langsung dengan konflik ataupun masalah yang dianalisis oleh peneliti. 

Adapun sumber bahan hukum primer antara lain yaitu:: 

a. Kitab peraturan perundang-undangan hukum perdata 

b. Peraturan perundang-Undangan tentang pengadilan agama Nomor 6 

Tahun 2014  

c. Peraturan perundang-undangan tentang alternatif penyelesaian 

sengketa dan arbiterase  Nomor 30 Tahun 1999  
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d. Peraturan Pemerintahan Tentang Pengadilan Agama Nomor 72  Tahun 

2005  

e. Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah  Nomor 24 Tahun 

1997  

f. Peraturan Menteri Negara Agrarian/ kbpn Tentang Tata Cara 

Penanganan Sengketa Nomor 1 Tahun 1999  

 

2. Bahan Hukum Sekunder  

Sumber bahan hukum sekunder merupakansumber bahan hukum 

yang diperoleh dari sumber hukum primer. Adapun sumber bahan 

sekunder yang digunakan yaitu:  

a. Data hasil wawancara ataupun observasi yang berkaitan dengan 

masalah penelitian.  

b. Data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian dan diperoles 

dari media yang berupa antara lain, berupa, makalah, jurnal, surat 

kabar, majalah, dokumen, dan internet. 

3. Bahan Hukum Tersier  

Sumber bahan hokum tersier merupakan sumber bahan hokum 

yang mengarah kepada hasil pembahasan dari sumber hukum primer dan 

sekunder. seperti KBBI, Ensiklopedia, Indeks Kumulatif, Buku Pegangan, 

dan sebagiannya. 

4. Jenis-jenis data  

   Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a)  Data Primer 
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 Jenis data Primer merupakan jenis  data yang diperoleh dari 

hasil pengamatan secara langsung dilapangan yang berfungsi untuk 

melengkapi terkait masalah penelitian. Seperti  observasi, wawancara. 

b) Data Sekunder  

 Jenis data sekunder merupakan jenis data yang dikumpulkan dari 

berbagai jenis sumber yaitu terdiri dari  peraturan undang-undang, 

yurisprudensi, hasil penelitian, makalah-makalah/jumlah/jurnal-jurnal 

hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.   

D.  Teknik dan Alat Pengumpulan Data  

Dalam  melakukan pengambilan data teknik pengambilan sangat penting 

untuk menentukan keberlanjutan penelitian. Mekanisme pengambilan data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara diperoleh dari studi pustaka yang 

berkaitan dengan sumber bahan primer dan sekunder.  

E.  Analisis Data dan Bahan Hukum  

 Apabila data hasil penelitian sudah diperoleh maka akan dilakukan 

identifikasi dengan permasalah yang akan dikaji dengan cara menganalisis data 

menggunakan  analisis deksriptif kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah  

analisis data  yang dilakukan untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif. 

Data deskriptif ini diperoleh dari hasil pengumpulan data yang didapat dari sumber 

bahan primer dan sekunder.
36

 Kemudian apabila data sudah dianalisis maka akan 
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dilakukan penarikan kesimpulan terkait dengan hal yang bersifat umu ke hal yang 

sifatnya khususatau yang disebut dengan metode deduktif.  

 


